SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi

1.

lingkungan yang tekait dengan penanganan dan
penanggulangan bencana di Kota  Probolinggo, perlu
menyesuaikan  kembali kelembagaan yang membidangi
penanganan dan penanggulangan bencana;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan
bencana di Kota Probolinggo, organisasi dan tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo yang
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dipandang
tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan
Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana;
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11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menetapakan

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15)

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

UNSUR PELAKSANA BPBD
Pasal 10

(1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III a.

(2) Sekretaris pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

(3) Kepala Seksi pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 390-8/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Probolinggo beserta besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan beban
kerja, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Penghitungan beban kerja dapat dihitung dengan
menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.

Bahwa berdasarkan penilaian besaran organisasi, maka beban kerja
dari organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
masuk kategori sedang dan dapat diklasifikasi pada tipe/kelas B. Dengan
tipe/kelas B ini, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Probolinggo seharusnya terdiri dari:

a. Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah (Eselon II/a);
b. Kepala Pelaksana BPBD (Eselon III/a);

c. Sekretaris (Eselon IV/a);

d. Seksi (Eselon IV/a); dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan demikian perlu merubah ketentuan eselonering Seksi pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo yang semula
Eselon IV/b menjadi Eselon IV/a pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kepala Seksi pada unsur pelaksana BPBD yang semula adalah
Jabatan Struktural Eselon IV b diubah menjadi Eselon IV a.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 25



